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a. bahwa berdasarkan PasaJ 17 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaman Pendidikan, Pernerintah Daemh dapat
memfasilitaei semua pendidik di daemhnya dalarn usaha
memenuhi kuaJifikasi akademik, meningkatkan
kompetensi, dan memperoleh sertifikasi pendidik yang
disyaratkan dengan memberikan bantuan dana yang
dialokasikan daJam anggamn pendapatan dan belanja
daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Beasiswa Berupa Bantuan Dana Bagi Pendidik Non
Aparatur Sipil Negam Satuan Pendidikan Jenjang
Pendidikan AnaK Usia Dini;

1. PasaJ18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negam Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11Tanah Laut, Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 TabaJong
[Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lernbaran Negam Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang - Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pernbentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebag i
Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indone i
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasioanl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 ten tang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang (UU)Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemben tukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomnor
2 Tahaun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indoneisa Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomnor 2 Tahaun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
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41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6897);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

14. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngon:
I, Daerah adalah Kabupaten Tanah Lout.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjodi kewenangan daerah otonorn.

3. Bupoti adalah Bupati Tanah lout.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembontu Bupati dan DPRD dalnrn

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangon Doerah.
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang lnnjutnyo

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas don fung i
dibidang peloyonan pendidikan dan kebudayoon.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tanah Laut.

7. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

be laj ar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara oktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

Pasal I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menclopkon: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEI.AKSANAAN
PEMBERIAN BEASISWA BERUPA BANTUAN DANA BAOI
PENDIDIK NON APARATUR SIPIL NEOARA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAKUSIA DIN!.

MEMUTUSKAN:

1., .. rntur 111D rer Ih t\ IhulMlrn Tnnuh I 11II Nlllllllr It Tnhun
JO Ib tent III P mbentu 011 clUII • II 111111111'. run ...1
o rernh (t"'rn" tr 1110 I r rh 1\ 111111)11('11T 1111111 luI '111111111
20 Ih Nornur h. Tumh rh Ifl LrmlJ.1I1111I)lu"IIII k_ IhllP II II

Ton h Laut Nornur 1.'1 eb I~ urn 11111 II'IIIl! dlllh,lh.1 ".' In

P rnturnn 0 ier rh 1\ ibupuren TIIIIIIII I 1111 NIIIlIII! 1'1
Tahun 20 tcntanu P rub ihnn Alu 1'1',1111' III J)Uf'f rh
Kubupnten Till rh Laut Nllmor h Tuhun '"'01h 1(',H'1I1

Pernb ntuknn don Hu un III Pc r III knt Dncruh (I mb H III

Dnernh Tohun 2022 Nomor I I. Tumb rhun IA'rnh rrnn
Doeroh Kubupatcn Tonuh Laut Numur )21;

16, P rnturnn Daernh KobupOICII T uiuh L un Nomnr II
Tnhun 2019 tentang P nyclcn ' tnrnnn P -ndtdtknn,
[l.ernbaran Dorroh Knbupnten TUllllh Luut Tllhllll 20 I f)
Nomor 11, Tombohon Lernbarun Doer rh Nnmllr :'HI;

17, Peruturnn Doeroh Knbupnten Tunnh Lnut Nornur I
Tohun 2022 tcntang Pengelolnan Kcunngun D rcruh
(Lcmbaron Daerah Kabupaten Tonoh Lnut Tnhun 2022
Nomor 12);

.,
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Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pemberian Bantuan
Beasiswa bagi Pendidik non apararur sipil negara pada Satuan PAUD.

Pasal3

Pernberian Bantuan Beasiswa berupa bantuan dana bagi pendidik non aparatur
sipil negara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berasaskan:
a. objektif yaitu penentuan Pendidik penerima Bantuan Beasiswa harus

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
b. transparan yaitu pelaksanaan Bantuan Beasiswa bersifat terbuka dan dapat

diketahui oleh rnasyarakat untuk menghindarkan penyimpangan yang
mungkin terjadi;

c. akuntabel yaitu pelaksanaan Bantuan Beasiswa dapat
dipertanggungjawabkan; dan

d. tidak diskriminatiI yaitu penerima Bantuan Beasiswa tanpa membedakan
suku, ras, agama, dan golongan.

Pasal2

BAB11
MAKSUD, TUJUANDANAZAS

kcug muon, pen cnduhan din, keprib dum, k rcrdn an, ukhlnk mull, rt
kctcr unpilun yang dipcrlukun drrmyn, mn yuraknt. b nJl don n r. r: .

Q. Pendrdikan Formal dalah j lur P ndrdikan y ng I r Lruktur don r)CflJn
don tcrdiri uta pcndidikan do r, pendidikan m neng h, don pendldrknn
tinggi.

10. Pendidik adalah tenaga kcpcndidik n yang berkualltn eba i uru, do n,
konselor, pamong belajar, widyoi worn, tutor, in truktur, ro ihtator don
sebutan lain yang esuai dengan kekhu usannyo serta berparti ipo i dolom
rnenyelenggarnkan pendidikan,

11. Pendidikan Anok Usin Dini yong selnnjutnyn di ingkat PAUDadalah ah
satu bentuk satuan pendidiknn formal yong menyclenggaraknn pendidikan
umum pada jejang pendidikon anak usia dini.

12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Satuan PAUD dl lingkup
Pernerintah Kabupaten Tanah Lout.

13. Bantuan Beasiswa adalah beosiswa berupa bantuan uond dari Pernerintah
Kabupaten Tanah Laut yang diberikan kcpada Pendidik Non Pegawai Negeri
Sipil Satuan Pendidikan Jenjang Pcndidikan Anak Usia Dini berda arkan
hasil seleksi.

14. Verifikasi adalah perneriksaan lentang kebenaran data dan berkas Pendidik
Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan .Jenjang Pendidikan Anak U ia
Dini (PAUD).

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Lout.
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Lout.
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(1) Sasaran Penerimaan Bantuan Beasiswa adaJah Pendidik non aparatur sipil
negara.

(2)Persyaratan Penerimaan Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) rneliputi:
a. merniliki surat keputusan awol sampai dengan akhir Pengangkatan

sebagai Pendidik non aparatur sipil negara dari Dinas;
b. Iotocopy kartu keluarga;
c. fotocopy kartu tanda penduduk;
d. profit data dari sistem data pokok pendidikan;
e. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa; dan
f. merniliki ljazah sekolah menengah atasl sederajat.

(3) kriteria penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. pendidik yang mengajar di Daerah;
b. pendidik dari keluarga kurang mampu/ miskin;
c. terdaftar pada sistem data pokok pendidikan;
d. sudah memiliki surat keputusan penerima insentif;
e. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
f. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
g. tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain; dan
h. lulusan sekolah menengah atasj sederajat.

Pasal 5

Bagian Kesatu
Sasaran Persyaralan dan Kriteria Bantuan Beasiswa

BABIII
PEMBERIANBANTUANBEASISWA

Pemberian Bnntuan Beaaiswa yang diatur dalarn Peraturan Bupati ini bcrtujuan
untuk:
a. meningkalkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya

saing yang baik;
b. meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD;
c. memajukan kualitas PAUD;
d. rneningkatkan kualitas pembelajaran;
e. memberikan penghargaan atas dedikasi dan engadin guru PAUDdalam

mencerdaskan bangsa;
f. meningkatkan motivasi guru PAUDuntuk terus berkarya dan berinovasi

dalarn mendidik anak usia dini;
g. mernbantu guru PAUDuntuk rneningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

mereka; dan
h. dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Daerah.

Pasal4
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(1) Besaran dana Bantuan Beasiswa per peserta penerima adalah sebesar
RpS.OOO.OOO,OO(lima juta rupiah) pertahun.

(2) Dana Banruan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk:

Pasal9

(1) Pendanaan Bantuan Beasiswa dibebankan pada APBD.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan

kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal8

Bagian Keempat
Pendanaan, Besaran, dan Pemanfaatan Dana serta Tahapan Pencairan

(1) Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis seleksi penerirnaan Bantuan
Beasiswa.

(2) Tim seleksi penerirnaan Banruan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) teknis seleksi penerirnaan Bantuan Beasiswa yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Bupati menetapkan hasil seleksi berdasarkan hasil seeks sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan penerima Bantuan Beasiswa sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bagian Ketiga
Penetapan Pendidik Penerirna Bantuan Beasiswa

11) Pcnctapon penerima Dontuon Deo!'li8wodilak anakan dengan mekani me
seleksi.

(2) Dinos rnelnksnnakan seleksi eba aimana dimaksud p do a at (1)
bcrdasorknn berkas usulan calon penerima Bantuan Bcasiswo dan
lernbagaj' Pendidik.

(3) Seleksi sebngairnana dimaksud pada oyat (I) dilaksanakan oleh tim eleksi
yang terdiri dari unsur:
a. Dinas:
b. ikatan guru taman kanak-kanak Kabupaten Tanah Lout; dan
c. hirnpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Kabupaten

Tanah Lout.
(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasnl 6

Bagran K duo
Mekoni me Selek
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(1) Tim Selcksi Bantuan Beasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut:
a. melaksanakan sosiaJisasi pemberian Bantuan Beasiswa kepada

Pendidik;
b. memberikan layanan administrasi dan Iasilitas pendukung lainnya pad a

Pendidik;
c. melakukan proses pendataan usulan pendidik/Jembaga/ sekolah calon

penerima Beasiswa; dan

Pasal 12

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung jawab Tim Seleksi

(1' Dalrun Pelaksanaan kegiatan Bantuan Beasiswa dibentuk Tim Seleksi di
tingkat Daerah dari Dinas dan Organisasi Mitra Dinas.

(2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai
berikul:
a. tim pengarah terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati;
b. Penanggung jawab adalah Kepala Dinas; dan
c. Tim Pelaksana terdiri dari:

1. Ketua dari unsur Dinas;
2. Wakil ketua dari unsur Dinas;
3. Sekretaris dari unsur Dinas;
4. Anggola tim dari unsur Dinas; dan
5. Anggota tim unsur organisasi mitra dari ikatan guru taman kanak­

kanak dan himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia
dini.

(3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bagian Kesatu
Tim Seleksi

BABIV
TIMSELEKSI, TUGAS, DANTANGGUNGJAWAB

Pencnirnn dana Bantuan Ben iswa ebngnimana dimok ud dolom pasal 9 ayat
(1) dilakukan ekali dalarn 1 ( otu) tahun periode .Januari arnpai dengan
D rnber dan dicairkan 1 [satu] tnhun sebcsar Rp5.000.000,OO (lima juta
rupiah] per P ndidik/ penerirnn.

Po 01 10

rnbayuran unng pcndnftnrnn kulinh;
pcmb iyuran iurun me ter lomo I ( IU) lohun; dan
kcbutuh n lainny untuk mcndukung kelancnrnn kulinh.
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(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan beasiswa
berupa Bantuan Dana bagi Pendidik non ASN Satuan Pendidikan jenjang
PAUD.

Pasal 15

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pendanaan penyelenggaraan pemberian Bantuan Beasiswa berupa bantuan
dana bagi Pendidik non aparatur sipil negara yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
rnernpertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 14

BAB VI
PENDANAAN

Mekanisme pertanggungjowaban pemberian Bantuan Bcasiswa sebagai berikut:
B. paling larnbat I (satu) bulan setelah pemberian Banruan Beasiswa selesai

dilaksanakan, tim seleksi Banruan Beasiswa Dinas menyerahkan Sural
Pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Dinas;

b. surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1. sural pemyataan tanggung jawab dan menyatakan bahwa pernberian

Bantuan Beasiswa telah diterima dan digunakan sesuai
perunrukannya/sebagaimana mestinya dan dibubuhi materai
RpIO.OOO,OO(sepuluh ribu rupiah); dan

2. Landa terima Bantuan Beasiswa dibuat dan diketahui oleh KepaJa Dinas.
c. beasiswa berupa bantuan uang dianggarkan dalam APBD yang nilainya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pengelolaannya
ditempatkan pada Dinas;

d. penyaluran dana Bantuan Beasiswa berupa bantuan dana dilakukan
melalui mekanisme transfer ke rekening penerima; dan

e. pembayaran dan pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa berupa bantuan
uang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

BABV
MEKANISME PERTANGGUNOJAWABAN

,I. mclokukon rekapitula i dan verifika I usulnn driP ndidik colon
penenrna Bantuan Bea iswn eb g i do or penetapan alokasr jurnlah
Pendidik don anggaran berdnsnrkan kuota dan jumloh P ndidrk dan
nnggaran yang tersedia.

(2) Tim Pengarah sebagnimana dimoksud dalam pasal II mempunyai tugas dan
tanggung jawab rnernberikan arahan dalarn pelaksanaan program Bantuan
Bensiswa.
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BERJTA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUTTAHUN 2024 NOMOR ~ ..

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN N LAUT,

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal !y o~\u '-o~l{

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2f otkj,u J.()2r

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 17

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

(II Pengawasnn pemberinn Bnntuan Beusiswa berupa Bantuan Dunn bogi
Pendidik Non ASN Sotunn Pendidikan jenjong PAUD dilakukan dengan
menggunnkan sistcm:
a. pengnwasnn melekat yoitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang

mcmpunyai tugas dan tanggung jawab rnengadakan pcmbinoan dan
pernantaunn; don

b. pengawasnn fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat.
(21 Toto earn pelaksanaan pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (I)

berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1.'1 r.ll...corn pcluksanuun monitoring don evalun I ebagairnnn dirnak ud
p rd 0),01 (II berpedoman dcngun kctcntuan peraturnn perundan .
undangan.

PI Hnsil monitoring dan evnlunsi sebagaimana dimoksud pndo ayat (II
disnmpaikan kcpada Bupnti dengan ternbu an kepada InspekLorot.
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